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PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 5
TAHUN 201l TENTANG RETRIBUSIIZIN GANGGUAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,
: bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 5OOl3231lSJ tanggal 19 Juli
2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Juli 2OLT tentang Tindak Lanjut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2017, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin
Gangguan;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor lO92l;

3" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pembahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e\;

Mengingat



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
Tahun L982 tentang Pemindahan Ibu Kota
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah
Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah
Kabupaten Dati II LangkatDaerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah
Tingkat lI Deti Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 1 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3323);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

7 " Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 19 Tahun
2OL7 tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang
Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersarna

DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

4.

5,

6.

Menetapkan

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LANGKAT NOMOR 5 TAHUN 201l  TENTANG
RETRIBUSIIZIN GANGGUAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten
2OLL tentang Retribusi Izin
dinyatakan tidak berlaku.

Langkat Nomor 5 Tahun
Gangguan, dicabut dan

Pasal 2

Peraturan ini
diundangkan.

mulai berlaku sejak tanggal




